UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a bahwa manuda, ssbaga makhluk ciptean Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban
tugas mengdola dan memeihara dam semesta dengan penuh ketagwaan dan penuh
tanggung jaweb untuk kesgahteraan uma manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi
hak asas untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemulisan dirinya serta
keharmonisan lingkungannya;

b. bahwa hak asas manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusa, berdfat universd dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormti,
dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh Siapapun;

c. bahwa sdain hak asad, manusa juga mempunya kewgiban dasar antara manusia
yang sau terhadap yang lain dan terhadgp masyarakat secara kesduruhan daam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. bahwa bangsa Indonesa sebaga anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban
tanggung jawab mord dan hukum untuk menjunjung tinggi dan meaksanakan
Deklaras Universd tentang Hak Asas Manusa yang ditetapkan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa, sata berbaga indrumen internasond lainnya mengenal hak asas
manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud dadam huruf a b, ¢, dan d
dalam rangka meaksanakan Ketetgpan Magelis Permusyawaratan Rakyat Repoblik
Indonesa Nomor XVIUMPR/1998 tentang Hak Asas Manusia, perlu membentuk
Undang-undang tentang Hak Asas Manusia;

Mengingat

1. Pasal 5ayat (1), Pasad 20 ayat ( 1), Pasa 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal29, Pasa 30,
Pasal 31, Pasd 32, Pasal 33 aya t(1 )dan ayat (3), dan Pasad 34 Undang-Undang Dasar
1945;

2. Ketetapan Magedis Permusyavaratan Rekyat Republik  Indonesa  Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asas Manusia;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasd 1

Daam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hk Asas Manusa addah seperangkat hak yang meekat pada hakikat dan
keberadaan manuda sebaga makhlukTuhan Yang Maha Esa dan  merupakan
anugerah-Nya yang wgib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negarg,
hukum, Pemerintah, dan setigp orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia



. Kewgjiban dasar manusia adaah seperangkat kewgjiban yang apabila hak

dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asas manusa

. Diskriminad addah sdtigp pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung
ataupun tek langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku,
ras, etnik, kelompok, golongan, status sodd, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa,
keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan aau penghapusan
pengakuan, pelaksanaan aau penggunaan hak asad manuda dan kebebasan dasar
ddam kehidupan bak individua maupun kolektif ddam bidang politik, ekonomi.
hukum, sosid, budaya. dan agpek kehidupan lainnya

. Penyiksaan addah sttigp perbuatan yang dilakukan dengan senggia,  sehingga
menimbulkan rasa skit atau penderitaan yang hebat, balk jasmani maupun rohani,
pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau
dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang lelah dilakukan
atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, aau mengancam atau
memaksa seseorang atau orang ketiga. atau untuk suatu adasan yang didasarkan pada
setigp bentuk diskriminas, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan
oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, aau sepengetahuan Siapapun dan atau
pejabat publik.

. Anak addah sttigp manusa yang berusa di bawah 18 (degpan belas) tahun dan
bdum menikah, terrnasuk anak yang mash ddam kandungan agpabila hd tersebut
addah demi kepentingannya.

. Pdanggaran hak asas manusia addah setigp perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik disengga maupun tidak disengga atau keldaan
yang secaa mdawvan hukum  mengurangi, menghdangi, membatad, dan dau
mencabut hak asad manuda seseorang aau kelompok orang yang dijamin oleh
Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, aau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penydesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme
hukum yang berlaku.

. Komis Nasond Hak Asas Manusia yang sdanjutnya dissbut Komnas HAM addah
lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang
berfungs meaksanakan pengkgian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan
medias hak asas manusa

BAB Il
ASAS-ASASDASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesiamengakui dan menjunjung tinggi hak asas manusiadan
kebebasan dasar manusia sebagia hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak
terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi
peningkatan martabat kemanusiaan, kesgjahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta
keadilan.

Pasa 3

(1) Setigp orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan

sedergat sertadikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup berrnasyarakat, berbangsa,
dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setigp orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang

adil sertamendapat kepastian hukum dan perlakuan yang samadi depan hukum.

(3) Setigp orang berhak atas perlindungan hak asas manusia dan kebebasan dasar

manusia, tanpa diskriminas.

Pesd 4

Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagal pribadi dan
persamaan di hadgpan hukum, dan hak untuk tidak dituntut aas dasar hukum yang



berlaku surut addah hak asas manusa yang tidak depat dikurangi dalam keadaan apapun
dan oleh sgpapun.

Pasal 5
(1) Setigp orang diakui sebagai manusa pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh
perlakuan serta perlindungan yang sama sesual dengan martabat kemanusiaannya di
depan hukum.
(2) Setigp orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan
yang objektif dan tidak berpihak.
(3) Setigp orang yang termasuk kelompk masyarakat yang rentan berhak memperoleh
perlakuan dan perlindungan |ebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6
(1) Ddam rangka penegakan hak asad manusia, perbedaan dan kebutuhan daam
mesyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat,
dan Pemerintah.
(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi,
sdlaras dengan perkembangan zaman.

Pasad 7
(1) Setigp orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nesond dan forum
internesond atas semua peanggaran hak asad manuda yang dijamin oleh hukum
Indonesa dan hukum internasond mengena hak asas manudsa yang tdah diterima
negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan hukum interndona yang tdlah diterima negara Republik Indonesa yang
menyangkut hak asas manusa menjadi hukum nasiond.

Pasd 8
Perlindungan, pemagjuan, penegakan, dan pemenuhan hak asas manusiaterutama menjadi
tanggung jawab Pemerintah.

BAB Il
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu
Hak untuk Hidup

Pasa 9
(1) Setigp orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf
kehidupannya.
(2) Setigp orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sgjahteralahir dan batin.
(3) Setigp orang berhak aas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua
Hak Berkduarga dan Meanjutkan Keturunan

Pasal 10
(1) Setigp orang berhak membentuk suatu kduarga dan mdanjutkan keturunan mddui
perkawinan yang sah.
(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas caon 238 suami
dan cadon idri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketiga
Hak Mengembangkan Diri

Pad |l



Setigp orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang
secara layak.

Pasal 12
Setigp orang berhak daas perlindungan bagi  pengembangan pribadinya,  untuk
memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kuditas hidupnya
agar menjadi manusia yang beriman, bertagwa, bertanggung jawab, berahlak mulia,
bahagia, dan sgahtera sesual dengan hak asas manusa

Pasal 13
Sdigp orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari  ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesua dengan martabat manusa demi
kesgjahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusa

Pasal 14
(1) Setigp orang berhak untuk berkomunikes dan memperoleh informas yang diperlukan
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosanya
(2) Setigp orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informas dengan menggunakan segda jenis saranayang tersedia

Pasa 15
Setigp orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, bak secara
pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16
Setigp orang berhak untuk meakukan pekerjaan sosd dan kebgikan, mendirikan
organisas  untuk itu, termasuk menyeenggarakan pendidikan dan penggaan, serta
menghimpun dana untuk maksud tersebut sesua dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17
Setigp orang. tanpa diskiriminas, berhak untuk memperolen keadilan dengan
menggjukan permohonan. pengaduan, dan gugatan, bailk dalam perkara pidana, perdata,
maupun adminisras  serta diadili mddui  proses peradilan yang bebas dan tidak
memihak, sesua dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh
hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasa 18

(1) Setigp orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan
sesuatu  tindak pidana  berhak dianggep tidek bersdah, sampa  dibuktikan
kesdlahannya secara sah ddam suatu sdang pengadilan dan diberikan segda jaminan
hukum yang diperlukan untuk pembdaannya, sesua dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Setigp orang tidek boleh dituntut untuk dihukum aau dijatuhi  pidana, kecudi
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sébelum tindak
pidanaitu dilakukannya

(3) Setigp ada perubahan daam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan
yang paing menguntungkan bagi tersangka.

(4) Setigp orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sgak saat
penyidikan sampa adanya putusan pengadilan yang teah memperoleh  kekuatan
hukum tetap.

(5) Setigp orang tidak dapat dituntut untuk kedua kainya daam perkara yang sama atas
suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.



Pasal 19
(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa
perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersdah.
(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan
berdasarkan atas dasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewgjiban daam

perjanjian utang-iutang.

Bagian Kdima
Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20
(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segda
perbuatan berupa gpapun yang tujuannya serupa, dilarang.
Pasal 21
Setigp orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karenaiitu
tidak boleh manjadi objek penditian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22
(1) Setigp orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannyaitu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan setigp orang memeuk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannyalitul.

Pasal 23

(1) Setigp orang bebas untuk memilih dan mempunya keyakinan politiknya.

(2) Setigp orang bebas untuk mempunya, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat
sesua hati nuraninya, secara lisan dan atau tulissn mddul media cetak maupun
eektronik dengan  memperhatikan  nila-nila  agama, kewudlaan,  ketertiban,
kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Pasal 24

(1) Setigp orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud
damal.

(2) Setigp warga negara atau kedlompok measyarekat berhak mendirikan partai  politik,
lembaga swadaya masyarekat aau organisaes lainnya untuk berperan serta ddam
jdannya pemerintahan  dan  penydenggaaan negaa sgdan  dengan  tuntutan
perlindungan, penegakan, dan pemguan hekasas manuda sesua dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Pasal 25
Setigp orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk
mogok sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 26
(1) Setigp orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan daus
kewarganegaraannya.
(2) Setigp orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminas  berhak
menikmati hak-hak yang bersumber dan meekat pada kewarganegaraannya serta wagib
melaksanakan kewgjibannya sebagai warga negara sesual dengan  ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasa 27
(1) Setigp warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan
bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesa



(2) Setigp warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembdi ke wilayah
negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keenam
Hak atas Rasa Aman

Pasal 28
(1) Setigp orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari
negaralan.
(2) Hak sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) tidek berlaku bagi mereka yang
melakukan kgahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan
pringp Perserikatan Bangsa- Bangsa.

Pasal 29
(1) Setigp orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan hak miliknya
(2) Setigp orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana
sgaiaberada.

Pasal 30
Setigp orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31
(1) Tempat kediaman sigpapun tidak boleh diganggu.
(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu
rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan
ddam ha-ha yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32
Kemerdekaan dan rahasia ddam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan
komunikas mddui sarana eektronikatidak boleh diganggu, kecudi atas perintah hakim
atau kakuasaan lain yang sah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
(1) Setigp orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang
kejam, tidak manusiawi, merendahkan dergjat dan martabat kemanusiaannya.
(2) Setigp orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa

Pasal 34
Setigp orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disksa, dikucilkan, diasngkan, aau dibuang
Secara sewenang-wenang.

Pasal 35
Setigp orang berhak hidup di ddam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang dama,
aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan meaksanakan sepenuhnya hak
asas manusa dan kewgiban dasr manusia sebagamana diatur dalam Undang-undang
ini.

Bagian Ketujuh
Hak atas Kesgahteraan

Pasal 36
(1) Setigp orang berhak mempunya milik, bak sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara
yang tidek melanggar hukum.



(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara
melawan hukum.
(3) Hak milik mempunya fungs sosd.

Pasal 37

(1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan
dengan mengganti kerugian yang wgar dan segera sarta pelaksanaannya  sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum  harus
dimusnahkan atau tidak diberdayakan bak untuk sdamanya maupun untuk sementara
waktu maeka ha itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesua dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan kecudi ditentukan lain.

Pasal 38

(1) Setigp warga negara, sesua dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas
pekerjaan yang layak.

(2) Setigp orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak
pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

(3) Setigp orang, bak pria maupun wanita yang meakukan pekerjaan yang sama,
sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja
yang sama

(4) Setigp orang, bak pria maupun wanita, ddam meakukan pekerjaan yang sepadan
dengan martabat kemanusaannya berhak aas upah yang adil sesua  dengan
prestasinya dan dapat menjarmin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39
Setigp orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk
menjadi anggotanya demi mdindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesua
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 40
Setigp orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41
(1) Setigp warga negara berhak atas jaminan sodd yang dibutuhkan untuk hidup layak
serta untuk perkembangan priadinya secara utuh.
(2) Setigp penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak,
berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasa 42
Setigp warga negara yang berusa lanjut, cacat fisk dan aau cacat menta berhak
memperoleh perawatan, pendidikan, pelaihan, dan bantuan khusus atas biaya negara,
untuk menjamin  kehidupan yang layak sesua dengan martabat  kemanusiaannya,
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpatispas ddam kehidupan
bennasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

Bagian Keddapan
Hak Turut Serta ddam Pemerintahan

Pasal 43

(1) Setigp warga negara berhak untuk dipilihn dan memilih dalam pemilihan umum
berdasarkan persamaan hak melaui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setigp warga negara berhak turut serta ddam pemeerintahan dengan langsung atau
dengan perantaraan wekil yang dipilihnya dengan bebas menuruk cara yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setigp warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.



Pasd 44
Setigp orang bak sendiri maupun besama-sama berhak menggukan pendapa,
permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah daam rangka pelaksanaan
pemerintahan yang bersh, efektif, dan efisen, bak dengan lisan maupun dengan tulisan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kesembilan
Hak Wanita

Pasal 45
Hak wanita ddam Undang-undang ini addah hak asas manusa

Pasal 46
Sdem pemilihan umum, kepataian, pemilihan anggota badan legiddif, dan dstem
pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesua
persyaratan yang ditentukan.

Pasa 47
Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak
secara otomais mengikuti dtatus kewarganegaraan  suaminya  tetapi mempunya hak
untuk mempertahankan, mengganti, aau memperoleh kembdi daus
kewarganegaraannya.

Pasal 48
Wanita berhak untik memperolen pendidikan dan penggaran di semua jenis, jenjang dan
jaur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat daam pekerjaan, jabatan, dan profes
sesual dengan persyaratan dan peraturan perundang- undangan.

(2) Wanita berhak untuk mendapatken perlindungan khusus ddam peaksanaan
pekerjaan atau profesinya terhadgp ha-hd yang dgpat mengancam kesdamaan dan
atau kesehatannya berkenaan dengan fungs reproduks wanita.

(3) Hak khusus yangmedekat pada diri wanita dikarenakan fungs reproduksinya, dijamin
den dilindungi oleh hukum.

Pasal 50
Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan
hukum sendiri, kecudi ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

(1) Seorang idri sdama dadam ikatan perkawinan mempunya hak dan tanggung jawab
yang sama dengan suaminya atas semua hd yang berkensan dengan  kehidupan
perkawinannya. hubungan dengan anak-angknya, dan hak pemiliken serta
pengelolaan harta bersama.

(2) Setdlah putusnya perkawinan. seorang wanita mempunya hak dan tanggungjawab
yang sama dengan mantan suaminya atas semua hd yang berkenaan dengan anak-
anaknya. dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

(3) Setelah putusnya perkawinan. seorang wanita mempunyal hak yang sama dengan
mantan suaminya atas semua ha yang berkensan dengan harta bersama tanpa
mengurangi hak anak. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.



Bagian Kesepuluh
Hak Anak

Pasal 52
(1) Setigp anak berhak aas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan
negara
(2) Hak anak addah hak asas manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui
dan dilindungi oleh hukum bahkan sgak dalam kandungan.

Pasal 53
(1) Setigp anak sgak ddam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan
meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setigp anak sgjak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54
Setigp anak yang cacat fisk dan atau menta berhak memperoleh perawatan, pendidikan,
pelatihan. dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesua
dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartispas daam
kehidupan bermasyarakat dan bemegara.

Pasal 55
Setigp anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspres sesua
dengan tingkat intelektuaitas dan usanyadi bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

(1) Setigp anak berhak untuk mengetahui Sgpa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh
orang tuanya sendiri.

(2) Ddam hd orang tua anak tidek mampu membesarkan dan memdihara anaknya
dengan balk dan sesua dengan Undang-undang ini. maka anak tersebut boleh diasuh
atau diangkat sebaga anak oleh orang lan sesua dengan ketentuan peraturan
perundangarn undangan.

Pasal 57

(1) Setigp anak berhak untuk dibesarkan, dipdihara diravat, dan dibimbing
kehidupannya oleh orang tua atau wdinya sampa dewasa sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Setigp anak berhak untuk mendspatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan
putusan pengadilan gpabila kedua orang tuatelah meninggd sebaga orang tua.

(3) Orang tua angkat atau wai sebagamana dimaksud daam ayat (2) harus menjdankan
kewgjiban sebagal orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

(1) Setigp anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segda bentuk
kekerasan fisk atau mentd. penelantaran. perlakuan buruk, dan pelecehan seksud
sdama ddam pengasuhan orang tua aau wajnya, aau pihak lan manapun yang
bertanggungjawab atas pengasuhan

(2 Ddam hd orang tua wdi, aau pengasuh anak meakukan segda  bentuk
penganiayaan fisk atau menta, pendantaran, perlakuan buruk, dan peecehan seksud
termasuk  pemerkosaan, dan aau pembunuhan terhadgp anak yang seharusnya
dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59
(1) Setigp anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan
dengan kehendak anak sendiri, kecudi jika ada dasan dan aturan hukum yang sah
yang menunjukan bahwa pemisahan itu adaah demi kepentingan terbaik bagi anak.
(2) Ddam keadaan sebagaimana dimaksud dadam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu
langsung dan berhubungan pribadi secara tetgp dengan orang tuanya tetap dijamin
oleh Undang-undang.



Pasal 60
(1) Setigp anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan penggaran dadam rangka
pengembangan pribadinya sesual dengan minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya.
(2) Setigp anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informas sesua  dengan
tingkat intedektudilas dan usanya demi pengembangan dirinya Sepanjang  sesua
dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61
Setigp anak berhak untuk beridirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,
berekreas, dan berkreas sesua dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi

pengembangan dirinya.

Pasal 62
Setigp anak berhak untuk memperoleh pedayanan kesehatan dan jaminan sosd secara
layak, sesual dengan kebutuhan fisk dan mentap spirituanya

Pasal63
Setigp anak berhak untuk tidek dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa
bersenjata, kerusuhan sosid, dan peristiwalain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64
Setigp anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitas ekonomi
dan stigp pekejaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat  mengganggu
pendidikan, kesehatan fisk, mord. kehidupan sosid, dan mentd soirituanya

Pasal 65
Setigp anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitas  dan
pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari  berbaga  bentuk
penyaahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

(1) Setigp anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Hukuman mati aau hukuman seumur hidup tidek dapa dijatunkan untuk pelaku
tindak pidanayang mash anak.

(3) Setigp anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara meawan hukum.

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesual
dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebaga upaya terakhir .

(5) Setigp anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara
manusawi dan dengan memperhaikan kebutuhan pengembangan pribadi  sesua
dengan udanya dan haus dipisshkan dai orang dewasa, kecudi demi
kepentingannya.

(6) Setigp anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh baittuan hukum atau
bantuan lainnya secara efektif dalam setigp tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setigp anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membea diri  dan
memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak
dadam sdang yang tertutup untuk umum.

BAB IV
KEWAJBAN DASAR MANUSA

Pasa 67
Setigp orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesa wgjib patuh pada peraturan
perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum intemasond mengena hek asas
manusa yang telah diterima oleh negara Republik Indonesa.



Pasal 68
Setigp warga negara wgib ikut serta ddam upaya pembedaan negara sesua  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69
(1) Setigp orang waib menghormati hak asas manusa orang lain, mord, etika, dan taia
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Setigp hak asas manusa seseorang menimbulkan  kewgiban  dasar  dan
tanggungiawab untuk menghormati hak asas orang lan sata menjadi  tuges
Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memgjukannya.

Pasal 70
Ddan mendankan hak dan kebebasannya, setigp orang waib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan olen Undang-undang dengan maksud untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan aas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesua dengan pertimbangan mora, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis.

BABV
KEWAJBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71
Pemerintah wgib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan
memgukan hak asas manusa yang diagur ddam Undang-undang ini, peraturan
perundang-undangan lain, dan hukum internesond tentang hak asad  manusa
yang.diterima oleh negara Republik Indonesa

Pasa 72
Kewgibandan tanggungjawab pemerintah sebagamana dimeksud ddam pasd 71,
meiputi langkeh implementas yang efektif ddam bidang hukum, palitik, ekonomi,
sosd, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI
PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73
Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dgpat dibatas oleh dan
berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan
terhadap hak asas manusa seta kebebasan dasar orang lain, kesuslaan, ketertiban
umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74
Tidek satu ketentuanpun ddam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah.
pata, golongan aau pihak mangoun dibenarkan mengurangi, merusk. atau
menghapuskan hak asad manuda aau kebebasan dasaxr yang diatur ddam Undang-

undang ini.

BAB VII
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75
Komnas HAM bertujuan :
b. mengembangkan kondis yang kondusf bagi peaksansan hak asas manusa sesua
dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. dan Piagam Perserikatan Bangsa
Bangsa, serta Deklaras Universd Hak Asas Manusia; dan



c. meningkatkan perlindungan dan penegekan hak asad manusia guna berkembangnya
pribadi manusa Indonesa seutuhnya dan kemampuannya berpatispas  dadam
berbagal bidang kehidupan.

Pasal 76

(1) Untuk mencgpa  tujuannya, Komnas HAM meaksanakan fungs pengkgian,
penditian, penyuluhan. pemantauan, dan medias tentang hakasas manusia

(3) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesiona, berdedikas dan
berintegrites  tinggi, menghayeti cita-cita negara hukum dan negara kesgahteraan
yang berintikan keadilan, menghormati hak asas manusa dan kewgjiban dasar
manusa

(4) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

(5) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77
Komnas HAM berasaskan Pancasila

Pasal 78
(1)) KomnasHAM mempunya kelengkapan yang terdiri dari :
a. ddang paripurna; dan
b. subkomid.
(2) Komnas HAM mempunya sebuah Sekretariat Jendera sebaga unsur pelayanan.

Pasal 79
(1) Sidang Paripurna addah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
(2) Sidang Paripurnaterdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.
(3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme
KerjaKomnas HAM.

Pasal 80
(1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomis.
(2) Ketentuan mengenai Subkomis diaturdalamPeraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

(1) Sekretariat Jenderal memberikan peayanan adminidratif bagi pelaksanaan kegiatan
Komnas HAM.

(2) Sekretariat Jenderd dipimpin olehSekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja
ddam bentuk biro-biro.

(3) Sekretaris Jenderd dijabat oleh seorang Pegawal Negeri yang bukan anggota Komnas
HAM.

(4) Sekretaris Jenderd  diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetgpkan  dengan
Keputusan Presiden.

(5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisss Sekretariat  Jenderd
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82
Ketentuan mengenat Sidang Paripurna dan Sub Komis ditetepkan lebih lanjut daam
Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

(1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesa berdasarkan usulan Komnas HAM dan
diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

(2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.

(3) Ketuadan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.

(4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM sdamab (lima) tahun dan setelah berakhir
dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kai masa jabatan.



Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM addah Warga Negara Indonesia

yag:

a memiliki pengdaman ddam upaya memgukan dan medindungi orang aau kelompok
yang dilanggar hek asas manudanya;

b. berpengaaman sebaga hakim, jaksa, polis, pengacara, aau pengemban profes
hukum lainnyg;

C. berpengdaman di bidang legidatif. eksekutif. dan lembagatinggi negara; atau

d. merupakan tokoh agama. tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat.
dan kaangan perguruan tinggi.

Pasal 85
(1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang
Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwekilan Rakyat Republik Indonesia
serta ditetgpkan dengan Keputusan Presiden.
(2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
a  meninggd dunig
b. aas permintaan sendiri;
C. sKit jasmani aau rohani yang mengakibatkan anggota tidek dapat menjadankan
tugas selama 1 (satu) tahun secara terus menerus,
d. dipidana karena bersdah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
e. melakukan perbuatan tercda dan atau ha-hd lan yang diputus oleh Sdang
Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputas, dan aau mengurangi
kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86
Ketentuan mengena taa caa pemilihan. pengangkatan. serta  pemberhentian
keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetepkan dengan Peraturan Tata Tertib
Komnas HAM.

Pasal 87
(1) Setigp anggota Komnas HAM berkewsjiban :
a. menaat ketentuan peraturan perundang-unangan yang berlaku dan  keputusan
Komnas HAM.
b. berpartisipas secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas
HAM; dan
c. menjaga kerahasaan keterangan yang karena dfatnya merupakan rahasa Komnas
HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota
(2) Setigp Anggota Komnas HAM berhak :
a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripuma dan Subkomis;
b. memberikan suara ddam pengambilan keputusan Sdang Paipuma dan
Subkomis;
c. menggukan dan memilih cdon Ketua dan Wakil Keua Komnas HAM ddam
Sidang Paripuma; dan
d. menggukan baka calon Anggota Komnas HAM ddam Sidang Paripuma untuk.
pergantian periodik dan antar waktu.

Pasal 88
Ketentuan lebih Janjut mengenai kewgiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata
cara pel aksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89
(1) Untuk meaksanekan fungs Komnas HAM dalan pengkgian dan penditian
sebagamana dimaksud daam Pasd 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang
melakukan :



pengkgian dan penditian berbaga indrumen intemasond hak asaed manuda
dengan tujuan memberikan sarantsaran mengena kemungkinan akses dan aau
raifikes;

pengkgian dan penditian berbaga peraiuran  perundang-undangan  untuk
memberikan rekomendas mengena  pembentukan, perubahan, dan pencabutan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asas manusig;

penerbitan hasil pengkgian dan pendlitian;

dudi kepustekaan, studi lgpangan dan sudi banding di negara lan mengena hak
asas manusa;

pembahasan berbaga masdah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan,
dan pemgjuan hak asas manusia; dan

kerjasama pengkgian dan penditian dengan organised, lembaga aau pihak
lannya, bak tingkat nasond, regiond, maupun internasond ddam bidang hak
asas manusa

(2) Untuk meaksanekan fungs Komnas HAM ddam penyuluhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasdl 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a

b.

C.

penyebarluasan wawasan mengenal hak asas manuda kepada masyarakat
Indonesia

upaya peningkatan kesadaran masyarekat tentang hak asas manusa meadui
lembaga pendidikan forma dan norformd serta berbagal kalangan lainnya; dan
kerjasama dengan organisas, lembaga atau pihak lainnya, balk ditingkat nasiond,
regiond, maupun internasiond daam bidang hak asas manusia;

(3) Untuk melaksanakan fungs Komnas HAMdaam pemantauan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a

b.

pengamatan pelaksanaan hak asad manuda dan penyusunan  lgporan  hasl
pengamatan tersebut;

penydidikan dan pemeriksaan terhadgp peristiwa yang timbul ddam masyarakat
yang berdasarkan dsfat aau lingkupnya patut diduga terdgpat pelanggaran hak
asad manusa;

pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan
untuk dimintai dan didengar keterangannya;

pemanggilan sks untuk diminta dan didengar kessksannya, dan kepada saks
pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

peninjauan di tempat kgjadian dan tempat lainnya yang dianggep perlu;

pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis
aau menyerahkan dokumen yang diperjukan sesua dengan adinya dengan
persetujuan Ketua Pengadilan;

pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat
lannya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua
Pengadilan; dan

pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara
tetentu yang sedang ddam proses peradilan. Bilamana ddam perkara tersebut
terdapat pelanggaran hak asas manusa ddam masdah publik dan acara
pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut
wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

(4) Untuk meaksanekan fungs Komnas HAM ddam medias sebagamana dimaksud
dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a

b.

C.

perdamaian kedua belah pihak;

penyelesaian perkara medui cara konsultas, negodad, mediad, konslias. dan
penilaian ahli;

pemberian saxan kepada para pihak untuk menyedesaikan sengketa meadui
pengadilan;

penyampaian rekomendas atas suatu kasus pelanggaran hak asas manusia kepada
Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

penyampaian rekomendas atas suatu kasus pelanggaran hak asas manusia kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.



Pasal 90

(1) Setigp orang dan aau sekelompok orang yang memiliki dasan kuat bahwa hak
asasnya telah dilanggar dapat menggjukan lgporan dan pengaduan lisan atau tertulis
pada Komnas HAM.

(2) Pengaduan hanya akan mendgpatkan peayanan gpabila diserta dengan identitas
pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awd yang jelas tentang materi yang
diadukan.

(3) Ddam hd pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus diserta
dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebaga korban. kecudi
untuk pelanggaran hak asas manudsa tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas
HAM.

(4) Pengaduan pedanggaran hak asas manuda sbagamana dimeksud ddam aya (3)
meliputi  pula pengaduan meddui  perwekilken mengena pdanggaran hek  asas
manusiayang didami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91
(1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan
gpabila
a. tidak memiliki bukti awa yang memeada;
b. materi pengaduan bukan masaah peanggaran hak asad manusia;
c. pengaduan digukan dengan itikad buruk atau ternyata tidek ada kesungguhan dari
pengedu;
d. terdapa upaya hukum yang lebih efektif bagi penydesaan materi pengaduan;
atau
e. sdang berlangsung penydesaan meadui upaya hukum yang tersedia sesua
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Mekanisme pdaksanaan kewenangan untuk tidek melakukan atau menghentikan
pemeriksaan sebagamana dimaksud daam aya (1) ditetgpkan dengan Peraturan
Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

(1) Ddam hd tertentu dan bila dipandang perlu, guna mdindungi kepentingan dan hak
asas yang bersangkutan atau terwujudnya penydesaian terhadap masdah yang ada,
Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi
keterangan aau bukti lannya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau
pemantauan.

(20 Komnas HAM dapa menetapkan untuk merahasiekan aau  membatas
penyebarluasan suatu keterangan aau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang
berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.

(3) Penetapan sebagaimana dimeksud ddam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan
bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat ;

a.  membahayakan keamanan dan kesdamatan negarg;

b. membahayakan kesdamatan dan ketertiban umum;

c. membahayakan kesd amatan perorangan,

d. mencemarkan nama baik perorangan;

e. membocorkan rahasa negara atau hd-hd yang wagib dirahasiakan ddam proses
pengambilan keputusan Pemerintah;

f. membocorkan hd-ha yang wagib dirdhasakan ddam proses penyidikan,
penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;

g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masdah yang ada; atau

h. membocorkan hal-ha yang termasuk daam rahasia dagang.

Pasal 93
Pemeriksaan pelanggaran hak asas manuda dilakukan secara tertutup, kecudi ditentukan
lain oleh Komnas HAM.



Pasal 94
(1) Phak pengadu, korban, sakd, dan aau pihak lannya yang terkait sebagamana
dimaksud daam Pasa 89 ayat (3) huruf ¢ dan d, wgib memenuhi permintaan
Komnas HAM.
(2) Apabila kewgiban sebagamana dimaksud dalam ayat (1) tidek dipenuhi oleh pihak
lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95
Apabila seseorang yang dipanggil tidek datang menghadep atau menolak memberikan
keterangannya, Komnas HAM dapa meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk
pemenuhan panggilan secara paksa sesua dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 96

(1) Penydesaian sebagaimanadimaksud dalam Pasd 89 ayat (4) huruf a dan b dilakukan
oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebaga medietor.

(2) Penydesaian yang dicgpa sebagaimana dimaksud daam ayat (1), berupa kesepakatan
secaratertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator .

(3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dadam ayat (2) merupakan keputusan
medias yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagal dat bukti yang sah.

(4) Apabila keputusan medias tidek dilaksanakan oleh sdah satu pihak ddam jangka
waktu yang ditetapkan daam keputusan tersebut, maka pihak lannya dapat
memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan
dagpat dilaksanakan dengan pembubuhan kadimat "Demi Keedilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang MahaEsA’.

(5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud daam ayat (4).

Pasa 97
Komnas HAM wagib menyampakan lgporan tahunan tentang pelaksanaan fungd, tuges,
dan wewenangnya, serta kondis hak asas manusia, dan pekaraperkara yang
ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesa dan Presiden dengan
tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98
Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99
Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungdg, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas
HAM diaur Iebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKA T

Pasal 100
Setigp orang, kelompok, organisas politik, organisas masyarakat, Lembaga sSwadaya
masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartispas dalam
perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asas manusia.

Pasd 101
Setigp orang, kelompok, organisas politik, organisss masyarekat, lembaga swadaya
masyarekat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampakan laporan atas
terjadinya pelanggaran hak asas manusa kepada Komnas HAM atau lemhaga lainyang
berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemguan hak asas manusa

Pasal 102
Setigp orang, kelompok, organisas politik, organisss masyarakat, lembaga : swadaya
masyarakat, atau lembaga kemasyarakan lainnya, berhak untuk, menggukan usaha



mengenal  perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asas manusa kepada
Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103
Setigp orang, kdlompok, organisas  politik, organisss masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik
secara sendiri-sendiri maupun  bekerjasama  dengan Komnas HAM  dapat  melakukan
pendlitian, pendidikan, dan penyebarluasan informas mengenal hak asas manusa

BAB IX
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104
(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asas manusia yang berat dibentuk Pengedilan Hak
Asas Manudadi lingkungan Peradilan Umum.
(2) Pengadilan sebagaimanadimeksud dadam aya (1) dibentuk dengan undang- undang
dalam jangka waktu paing lama 4 ( empat) tahun.
(3) Sebdum terbentuk Pengadilan Hak Asas Manusia sebagamana dimaksud daam ayat
(2), maka kasus-kasus pdanggaran hak asas manusia sebagaimana dimaksud dalam

aya (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105
(1) Segda ketentuan mengena hak asad manusa yang diaur daam peraturan
perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan

Undang-undang ini.

(2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini :

a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun
1993 tentang Komis Nasiond Hak Asas Manusia dinyatakan sebaga Komnas
HAM menurut Undang-undang ini;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetgp menjaankan fungs,
tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampa ditetgpkannya
keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan

C. semua permasdahan yang sedang ditangani olenKomnas HAM tetgp dilanjutkan
penye esaiannya berdasarkan Undang-undang ini.

3 Ddam waktu pding lama 2 (dua tahun sgak berlakunya Undang-undang ini
susunan organisas, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM
harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 106
Undang-undang ini mulai berlaku padatanggd diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik
Indonesia
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR39TAHUNI999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

. UMUM

Bahwa manusa dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa a&kd budi dan nurani yang
memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baikk dan yang buruk yang
akan membimbing dan mengarahkan skagp dan perileku ddam menjdani  kehidupannya.
Dengan &kd budi dan nuraninya itu, meka manusa memiliki  kebebasan  untuk
memutuskan sendiri perilaku

aau pebuatannya Di sampang itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusa
memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semuatindakan yang dilakukannya.
Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asas manusa yang melekat
pada manusia secara kodrati sebagal anugerah Tuhan Yang, Maha Esa Hak-hak ini tidak
dagpat diingkari. Pengingkaran terhadgp hak tersebut berati mengingkari  martabat
kemanusaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, aau organisas agpgpun mengemban
kewgjiban untuk mengakui dan medindungi hak asas manusia pada sdigp manusia tanpa
kecudi. Ini berati bahwa hak asad manusa harus sddu menjadi titik tolak, dan tujuan
dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

Sgadan dengan pandangan di aas, Pancadla sebaga dasar negara  mengandung
pemikiran bahwa manusia diciptekan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang
dua aspek yakni, aspek individuditas (pribadi) dan aspek sosditas (bermasyarakat). Oleh
karena itu, kebebasan setigp orang dibatas oleh hak asas orang lain. Ini berarti bahwa
stigp orang mengemban  kewgiban mengakui dan menghormati hek asas orang lan.
Kewgiban ini juga berlaku bagi setigp organisas pada tataran manapun, terutama negara
dan pemerintah, Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk
menghormati, mdindungi, membeda dan menjamin hak asad manuda Stigp warga
negara dan penduduknya tanpa diskriminas. Kewgiban menghonnati hak asas manusa
terssbut, tercennin  ddam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwa
kesduruhan pasd ddam baang tubuhnya terutama berkaitan dengan persamaan
kedudukan warga negara ddam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk
mengduarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memduk agama dan untuk
beribadat sesua dengan agama dan  kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh
pendidikan dan penggjaran.

Sgarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan
kesenjangan sosid, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar
etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kdamin dan datus
sogdlannya Perilaku tidek adil dan diskriminatif terssbut merupakan pelanggaran hak
asad manusa, bak yang berdfa vertika (dilakukan oleh gparat negara terhadap warga
negara atau sebdiknya) maupun horizontd (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit
yang masuk ddam kategori pelanggaran hak asasd manusa yang berat (gross violation of
human rights).

Pada kenyataannya sdama lebih lima pulun tahun uda Republik Indonesa pelaksanaan
penghormatan, perlindungan, atau penegekan hakases manusa mash jauh  dari
memuaskan.

Hal tersebut tercermin dari kgadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan,
penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah
tinggd dan tempa ibadah, penyerangan pemukaagama beserta kduarganya. Sdain itu,
terjadi pula penydahgunaan kekuasaan oleh pgabat publik dan aparat negara yang
seharusnya menjadi penegak hukum, pemeihara keamanan, dan pdindung rekyat, tetepi
jusru  mengintimidas, menganiaya, menghilangkan peksa danvatau  menghilangkan
nyawa



Untuk melaksanakan kewgjiban yang diatur ddam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut,

Madis Permusyavaratan Rakyat Republik Indonesa dengan Ketetgpan Magdis

Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesa Nomor XVII/MPR/I998 tentang Hak Asas

Manusa menugaskan kepadalembaga-lembaga Tinggi Negara dan sduruh  Aparatur

Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahanan

mengenal hak asas manusia kepada sduruh masyarekat, serta segera merdifikas

berbaga instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asas Manusia, sepanjang

tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengena hak asas manusa pada

dasarnya sudah tercantum dalam berbagal peraturan perundang-undangan, termasuk

undang-undang yang mengesahkan berbagai konvens internasiond mengenai hek asas
manusa Namun untuk memayungi sduruh peraturan perundang-undangan yang sudah
ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asas Manusia.

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adaah sebagal berikut :

a. Tuhan Yang Maha Esa addah pencipta dam semesta dengan segdaisinya;

b. pada dasanya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, sruktur, kemampuan, kemauan
serta berbaga kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;

c. untuk meindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manuda, diperlukan
pengakuan dan perindungan hak asad manuda, karena tanpa ha terssbut manusa
akan kehilangan dfat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusa menjadi
serigdabagi manugalannya (homo homini lupus);

d. karena manusa merupakan makhluk sodd, maka hek asad manuda yang sau
dibatas oleh hak asas manusa yang lain, sehingga kebebasan atau hak asas manusia
bukanlah tanpa batas,;

e. hak asas manusatidak boleh dilenyapkan oleh sgpapun dan dalam keadaan apapun;

stigp hak asas manusa mengandung kewgiban untuk menghormati hek asas

manusia orang lain, sehingga di ddam hak asas manusia terdapat kewgjiban dasar;

g hak asas manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk
itu pemerintah, aparatur negara, dan pgabat publik lannya mempunya kewgjiban
dan tanggungiawab menjamin tersdenggaranya penghormatan, perlindungan, dan
penegakan hak asas manusia

Dadam Undang-undang ini, pengaturan mengenal hak asad manusa ditentukan dengan
berpedoman pada Deklaras Hak Asas Manusa Perserikatan Bangsa: Bangsa, Konvens
Perserikatan BangsaBangsa tentang Penghapusan Segada Bentuk Diskriminas  Terhadap
Wanita, Konvens Perserikatan Bangsae Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbaga
indrumen
internasiond lain yang mengaur mengena hak asasd manusa Materi Undang-undang ini
disssuakan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan  hukum
nasiond yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenal hak untuk hidup dan hak untuk tidak
dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkduarga dan meanjutkan
keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperolen keadilan, hak atas kebebasan
pribadi, hak aas rasa aman, hak atas kesgjahteraan, hak turut serta daam pemerintahan,
hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Sdan mengatur hak asas
manusa, diaur pula mengena kewgiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab
pemerintah dalam penegakan hak asas manusia

Di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komis Nasond

Hak Asss Manusa sebaga lembaga mandiri yang mempunya fungd, tugas, wewenang,

dan tanggung jawab untuk melaksanakan  pengkgian, penditian,  penyuluhan,

pemantauan, dan medias tentang hak asas manusia

Ddam Undang-undang ini, diatur pula tentang partispas masyarakat berupa pengaduan

dan/atau gugatan aas pelanggaran hak asad manuda, penggaan usulan mengena

perumusan kebijekan yang berkaitan dengan hak asas manusa kepada Komnas HAM,
penditian, pendidikan, dan penyebarluasan informas mengenal hak asas manusia

Undang-undang tentang Hak Asas Manusa ini addah merupakan payung dari sduruh

peraturan perundang- undangan tentang hak asas manusa

o



Oleh karena itu, pdanggaran bak langsung maupun tidak langsung aas hek asas
manusia dikenakan sanks pidana, perdata, dan aau adminidtratif sesua dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasd 1

Cukup jelas

Pasdl 2

Hak asas manusia dan kebebasan dasar manusia tidek dapat dilepaskan dari manusia
pribadi karena tanpa hak asas manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan
kehilangan harkat dan martabat kemanusannya. Oleh karena itu, negara Republik
Indonesia termasuk Pemerintah berkewgjiban, baik secara hukum maupun secara politik,
ekonomi, soga dan mord, untuk meindungi dan memgukan serta mengambil langkah
langkah konkret demi tegaknya hek asas manusia dan kebebasan dasar manusia.

Pesal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “ddam keadaan apapun’ termasuk keadaan perang, sengketa
bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun” adaah Negara,
Pemerintah dan aau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut depat dikecudikan ddam ha pelanggaran berat terhadap hak asas
manusia yang digolongkan ke daam kegahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayét (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarekat yang rentan” antara lain addah orang
lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Pasal 6

Ayat (1)

Hak adat yang secara nyata mash berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan
masyarakat hukum adat harus dihormai dan dilindungi ddam rangka perlindungan dan
penegakan hak asas

manusa ddam masyaekat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan
peraturan perundang- undangan.

Ayat (2)

Daam rangka penegekan hek asas manuda, identitas budaya nasonad masyarakat
hukum adat, hak-hak adat yang mash secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat
hukum adat sstempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan
dengan asas-asas hegara hukum yang berintikan keadilan dan kesg ahteraan rakyat.

Pasd 7

Yang dimaksud dengan “upaya hukum" addah jaan yang dgpat ditempuh oleh setigp
orang atau kdompok orang untuk membela dan memulinkan hak-haknya yang disediakan
oleh hukum Indonesa speti misdnya, oleh Komnas HAM aau oleh pengadilan.
Termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, menggukan kasas dan
peninjauan kembai ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengedilan tingkat pertama
dan tingkat banding. Daam Pasd ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingn
menegakkan hak asas manusa dan kebebasan dasarnya diwgibkan untuk menempuh
semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasond terlebih dahulu (exhaugtion of loca
remedies) ssbelum menggunakan forum balk di tingkat regiond maupun internasond,
kecudi bilatidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasiond.

Pasal 8

Y ang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan hak asas manusa.

Pasal 9

Aya (1)



Setigp orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf
kehidupannya. Hak aas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang beum lahir
atau orang yang terpidana mati. Daam hd aau keadaan yang sangat luar biasa yaitu
demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus abors atau berdasarkan putusan pengadilan
ddam kasus pidana mati. Maka tindakan abord aau pidana mati ddam hd dan atau
kondis tersebut, mash depat diizinkan. Hanya pada dua ha tersebut itulah hak untuk
hidup dapat dibatas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Aya(3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah' addah perkawinan yang dilaksanakan
sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Ayai(2)

Yang dimaksud dengan “kehendak bebas' adaah kehendak yang lahir dari niat yang suci
tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan gpapun dan dari Sapapun terhadap cdon suami
dan atau caon igtri,

Pasal 11

Cukup jelas

Pasd 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasa 14

Cukup jelas

Pasa 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sduruh hata kekayaan milik yang bersdah” addah hata yang
bukan berasal dari pelanggaran atau kejahatan.

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimeksud dengan “menjadi objek penditid® addah kegiatan menempatkan
sesorang sebaga pihak yang dimintal  komentar, pendapat atau  keterangan yang
menyangkut kehidupan pribadi dan  data-data pribadinya serta direkam gambar dan
Suaranya

Pasa 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak untuk bebas memeduk agamanya dan kepercayaamyd’
addah hak stigp orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya
paksaan dari Sapapun juga.

Aya (2

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas



Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau nonpolitik adaah
negara yang menerima pencari suaka.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Aya(l)

Yang dimaksud dengan “tidek boleh digangg” addah hak yang berkaitan dengan
kehidupan pribadi (privacy) di dalam tempat kediamannya

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Yang dimeksud dengan “penghilangan paksd' ddam ayat ini addah tindakan yang
dilakukan oleh dapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan
keedaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “penghilangan nyawa addah
pembunuhan yang dilakukan sewenang- wenang tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayd(l)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Aya (3)

Yang dimaksud dengan “hak milik mempunya fungs sodd”’addah bahwa setigp
penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum.

Apabila kepentingan umum menghendaki dau membutuhkan benar -benar maka hak
milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “tidak boleh dihambat" addah bahwa setigp orang atau pekerja
tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota atau untuk tidek menjadi anggota dari suatu
serikat pekerja

Pasal 40



Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhak aas jaminan sosa” addah bahwa setigp warga negara
mendapat jaminan sosd sesua dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan dan
kemampuan negara

Aya (2)

Yang dimaksud dengan “kemudahan dan perlakuan khusu’ addah pemberian pelayanan.
jasa, aau penyedisan fadlitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan
kesd amatan.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “keterwakilan wanita? addah pemberian kesempatan dan
kedudukan yang sama bagi wanita untuk meaksanakan peranannya daam bidang
eksekutif, yudikatif, legidatif, kepataan, dan pemilihan umum menuju keadilan dan
kesetaraan jender .

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2

Yang dimaksud dengan “pedindungan khusus terhadgp fungd reproduks” addah
pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian
kesempatan untuk menyusui anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “meakukan perbuatan hukum sendiri” adadah cakap menurut
hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi wanita beragama Idam yang sudah
dewasa, untuk menikah diwgjibkan menggunakan wali.

Pasal 51

Ayd (I)

Cukup jelas

Ayd (2)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab yang samd’ addah suatu kewgiban yang
dibebankan kepada kedua orang tua ddam ha pendidikan, biaya hidup, kash sayang,
serta pembinaan masa

depan yang baik bagi anak.

Yang dimaksud dengan “Kepentingan terbalk bagi anak” adalah sesua dengan hak anak
sebagamana tercantum dadam Konvens Hak Anak yang telah dirdifikes dengan
Keputusan Presden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesshan Convention on The
Rights of The Child (Konvens tentang Hak Angk).

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup je)as

Pasal 53



Aya (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan “suatu nama’ adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung,
dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.

Pasal 54

Pelaksanaan hak anak yang cacat fisk dan atau mentd atas biaya negara diutamakan bagi
kaangan yang tidak mampu.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, aau ddam hd kematian sdah
seorang dari orang tuanya, atau daam hd kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila anak
disksaaau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.

Pasal 60

Aya (1)

Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti.

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Berbaga bentuk penydahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
mencakup kegiatan produks, peredaran, dan perdagangan sampa dengan penggunaannya
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasd 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Pembatasan yang dimeksud dalam Pasd ini tidek berlaku terhadgp hak asas manusa
yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dengan memperhatikan Penjelasan
Pasal 4 dan Pasdl 9.

Yang dimaksud dengan “kepentingan bangsa’ addah untuk keutuhan bangsa dan bukan

merupakan kepentingan penguasa.



Pasal74

Ketentuan daam Pasd ini menegaskan bahwa dapgpun tidak dibenarkan mengambil
keuntungan sepihak dan atau mendatangken kerugian pihak lain ddam mengartikan
ketentuan dadam Undang-undang ini, sehingga mengakibatkan berkurangnya dan aau
hapusnya hak asasd manusa yang dijamin oleh Undang-undang ini.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasa 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasa 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diresmikan oleh Presden” addah dadam bentuk Keputusan
Presiden.Peresmian oleh Presiden dikaitkan dengan kemandirian Komnas HAM.

Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung sduruh aspiras dari berbaga
lapisan masyarakat sesual dengan Syarat-syarat yang ditetgpkan, yang jumlahnya paing
banyak 70 (tujuh puluh) orang.

Ayét (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keputusan tentang pemberhentian  dilakukan dengan pemberitahuan  terlebih - dahulu
kepada yang bersangkutan dan diberikan hak untuk membea diri ddam Sidang Paripurna
yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88



Cukup jelas

Pasal 89

Ayal (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimeksud dengan “penydidikan dan pemeriksaan” daam rangka pemantauan
addah kegiatan pencarian data, informas, dan fakta untuk mengetahui ada atau tideknya
pelanggaran hak asas manusia

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “peanggaran hak asas manusa ddam masdah publik” antara
lain mengena pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

Aya (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “medias” addah penydesaan perkara perdata di  luar
pengadilan, atas dasar kesepakatan para pihak.

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 90

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimeksud dengan “pengaduan medui  perwakilan” addah pengaduan yang
dilakukan oleh perorangan atau kdlompok untuk bertindak mewakili masyarakat tertentu
yang dilanggar hak asasinya dan atau atas dasar kesamaan kepentingan hukumnya.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢



Yang dimaksud dengan’itiked buruk” adadah perbuatan yang mengandung maksud dan
tujuan yang tidak bak misdnya pengaduan yang diserta data pasu atau keterangan tidak
benar. dan aau ditujukan sematamata untuk mengakibatkan pencemaran nama bak
perorangan, keresahan kelompok, dan atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan’tidek ada kesungguhan” addah bahwa pengadu benar-benar
tidekbermaksud menyelesaikan sengketanya misdnya pengadu tdah 3 (tiga) kai
dipanggil tidak datang tanpa dasan yang sah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraiuran perundang-undangan’ddam Peasd ini
adalah ketentuan Pasd 140 ayat (1) dan ayat (2), Pasad 141 aya (1) Reglemen Indonesa
yang diperbaharui (RIB) atau Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa dan Madura.

Pasal 96

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Lembar keputusan adi atau sdinan otentik keputusan medias diserahkan dan didaftarkan
oleh mediator kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Aya (4)

Permintaan terhadap keputusan yang dapat dilaksanakan (fiat eksekus) kepada
Pengadilan Negeri dilakukan medui Komnas HAM. Apabila pihak yang bersangkutan
tetap tidak melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapa dilaksanakan oleh
pengadilan, maka pengadilan wajib melaksanakan keputusan tersebut.

Terhadap pihak ketiga yang merasa dirugiken oleh keputusan ini, maka pihak ketiga
tersebut masih dimungkinkan mengajukan gugatan meldui pengadilan.

Aya(5)

Cukup jelas

Pasa 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cuk.up jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Aya (1)



Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asas manusia yang bera” addah pembunuhan
massad  (genocide), pembunuhan sewenang-wenang aau di luar putusan pengadilan
(arbitrary/extra  judicid  killing), penyiksaan, penghilangan orang secara  paksa,
perbudakan, aau diskriminas yang dilakukan secara  Sdematis (Systematic
diserimination).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengadilan yang bewenang” mdiputi empat  lingkungan
peradilan sesua dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1910 tentang Ketentuan+
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagamana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 1999.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas
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